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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON (alm),  NIK  3522270112900003,  tempat dan tanggal lahir

Bojonegoro, 1 Desember 1990, umur 33 tahun, agama

Islam,  pendidikan  SD  (Sekolah  Dasar)  pekerjaan

xxxxxx/Pekebun,  tempat  tinggal  di  Desa Telang Baru

xxxxx Kecamatan xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

domisili  elektronik  pada  alamat  email

bowowibowo@gmail.com / no telpon : 081384601758

sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tuban, 05 Februari 1993, umur

30  tahun,  agama  Islam.,  pendidikan  SLTP  (Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Pertama),  pekerjaan  Ibu  Rumah

Tangga,  tempat  tinggal  di  Desa  xxxxxxxxxxx,  RT.002

RW.005, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

domisili  elektronik  pada  alamat  no  telpon  :

083153503108

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024

yang  didaftarkan  secara  elektronik  (e-Court) di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Tamiang  Layang,  Nomor  9/Pdt.G/2024/PA.Tml,  tanggal  23  Januari

2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah  melangsungkan pernikahan

pada tanggal  07 Maret 2018 yang dicatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx kabupaten Tuban sesuai dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/003/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018 ;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal  di  Dusun  Pomahan  Desa  Sumur  Geneng  Kecamatan

xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx dan terakhir masing-masing bertempat

tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri  (ba’da dukhul) dan telah

dikaruniai 1 orang anak yang bernama. Naila Azahra, Perempuan , Lahir di

Tuban , tanggal 27 Maret 2019;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2020 rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai  tidak rukun yang disebabkan :  Pemohon

merasa  ketidakcocokan  lagi  dengan  Termohon,  dikarenakan  Pemohon

merasa bahwa Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai suami lagi,

yang mengakibatkan perselisihan terus menerus, sehingga Pemohon Pergi

meninggalkan Termohon untuk merantau ke Desa xxxxxx xxxx Kecamatan

xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 

5. Bahwa pada Mei 2021 Pemohon sudah mencari Termohon dengan

mendatangi  rumah  kediaman  orang  tua  Termohon  dan  benar  bahwa

Termohon berada di  kediaman orang tua nya. Pemohon mencoba untuk

mengajak Termohon kembali bersama, tetapi Termohon sudah tidak mau

lagi; 

6. Bahwa,  karena  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

7. Bahwa,  Pemohon  telah  berupaya  mengatasi  masalah  tersebut

dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil  karena sudah tidak ada

kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni  tahun 2020 yang

akibatnya  Permohon  pergi  meninggalkan  Termohon  dan  pergi  untuk

merantau, alamat sebagaimana tersebut diatas;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah

tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon

dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

dengan  Termohon,  maka  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  Pemohon

menceraikan  Termohon  dihadapan  sidang  Pengadilan  Agama  Tamiang

Layang;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon

telah  memenuhi  alasan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  19

huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini.      

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar

Ketua/Majelis  Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa

dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON  (alm))  untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan

sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  9/Pdt.G/2024/PA.Tml  tanggal  23  Januari  2024 yang  dibacakan  di

persidangan,  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan

tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut  disebabkan  oleh

suatu alasan yang sah;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim

telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-

Court);

Bahwa  Hakim  telah  menasihati  Pemohon  agar  berfikir  untuk  tidak

bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA xxxx  xxxxxxxxx  xxxxx

Provinsi xxxx xxxxx Nomor 0088/003/III/2018 Tanggal 07 Maret 2018.

Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya

diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI  1,  NIK  3522270903930001,  tempat  dan  tanggal  lahir

Bojonegoro, 09 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx

xxxx RT.01 Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

saudara sepupu Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada

tahun 2018 lalu;

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Dusun

Pomahan Desa Sumur  Geneng Kecamatan xxxx xxxxxxxxx xxxxx

hingga pisah;

 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

1 satu) orang anak;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan

harmonis,  namun sejak  tahun 2020 mulai  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di

rumah orangtua Pemohon dan tidak mau ikut diajak Pemohon untuk

merantau  hingga  akhirnya  pisah  karena  Pemohon  pergi  sendiri

merantau ke Barito Timur (xxxxxx xxxx);

 Bahwa Pemohon merantau ke Barito Timur sejak tahun 2021 lalu;

 Bahwa  saksi  sering  mendengar  Pemohon  dan  Termohon

berselisih  dan  bertengkar  melalui  telepon  yang  disebabkan

Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk tinggal  bersama

Pemohon di Barito Timur (xxxxxx xxxx);

 Bahwa sampai  sekarang antara  Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun sejak tahun 2021

yang lalu;

 Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan

perdamaian  untuk  merukunkan  Pemohon  dan  Termohon,  namun

tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK 6213071505000001, tempat dan tanggal lahir Juru

Banu, 15 Mei 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan  xxxxxxx  xxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  Desa  xxxxxx  xxxx,

RT.04,  Kecamatan  xxxx  xxxx,  Kabupaten  Barito  Timur,  di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

 Bahwa  Saksi  kenal  Pemohon,  namun  tidak  kenal  dengan

Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon di Barito Timur

(xxxxxx xxxx);

 Bahwa  saksi  mengenal  Pemohon  sejak  Pemohon  bekerja  di

Bengkel miliknya pada tahun 2021 lalu;

 Bahwa  setahu  saksi,  sejak  Pemohon  datang  ke  Barito  Timur

(xxxxxx xxxx) sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat Pemohon

didampingi wanita yang dikenalkan sebagai istrinya;

 Bahwa  saksi  sering  mendengar  Pemohon  dan  Termohon

berselisih dan bertengkar melalui telepon namun saksi mengetahui
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masalahnya  karena  tidak  mengerti  bahasa  yang  digunakan

Pemohon dan Termohon;

 Saksi mengetahui kalau yang di telepon adalah Termohon karena

Pemohon sering cerita sedang bertengkar dengan istrinya;

 Bahwa sampai  sekarang antara  Pemohon dan Termohon telah

berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun sejak tahun 2021

yang lalu karena Pemohon tidak pernah pulang ke Jawa lagi;

 Bahwa  saksi  telah  menasehati  Pemohon  agar  mengupayakan

rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  hadir  di  persidangan  dan  telah

memberikan  keterangan  secukupnya  dan  telah  membuktikan  dalil-dalil

permohonannya  dengan  bukti-bukti  sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,

sementara  Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,

meskipun berdasarkan Surat  Panggilan (relaas)  Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Tml

tanggal  23  Januari  2024 yang  dibacakan  di  persidangan,  Termohon  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sesuai

ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terhadap perkara a quo tidak dapat

dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.;

Menimbang,  Pemohon  telah  mendaftarkan  perkara  a  quo melalui

layanan  e-Court dan  telah  menyerahkan  surat  persetujuan  untuk  beracara

secara elektronik, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak
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pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secara elektronik,  maka

sesuai  ketentuan  Pasal  20  ayat  (1)  dan  (2)  PERMA Nomor  1  Tahun  2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

bahwa persidangan secara elektronik (e-litigasi)  dapat dilaksanakan jika ada

persetujuan  Pemohon  dan  Termohon.  Dengan  demikian  terhadap  perkara

a quo persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan

perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut akan  tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal

149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah

antara  Pemohon  dengan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali

dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak mau diajak  tinggal

bersama oleh Pemohon hingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

tinggal sejak Mei 2021 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg.  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalinya  telah

mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal
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07 Maret 2018 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang

sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

perkara  a quo  adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam Hakim  perlu  mendengar  keterangan  dari  pihak  keluarga  serta  orang-

orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam

perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  ternyata  kedua  orang  saksi  yang  dihadirkan

Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang

sedang  terganggu  ingatannya  dan  keterangan  yang  disampaikan  di  bawah

sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi  ketentuan Pasal

171 sampai  175 RBg.  jo. Pasal  1909 sampai  1912 KUH Perdata,  sehingga

Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  Pemohon  telah  memberikan

keterangan  mengenai  apa  yang  ia  lihat  dan  dengar  sendiri  dan  saling

bersesuaian  satu  sama  lain  serta  relevan  dengan  perkara  a  quo,  maka

keterangan  kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sehingga

dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami  istri  sah

yang  menikah  pada  tanggal  07  Maret  2018 dan  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxx xxxxx

Propinsi xxxx xxxxx;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut,  Pemohon  dan  Termohon  pernah

tinggal  bersama  membina  rumah  tangga  dengan  rukun  sebagaimana
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layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang

anak;

3. Bahwa antara  Pemohon dan  Termohon  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  sejak  tahun  2020  disebabkan  Termohon  tidak  mau  ikut

bersama  dengan  Pemohon  di  rumah  orangtua  Pemohon  maupun

diperantauan;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan

Termohon pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun atau sejak tahun

2021 lalu;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun

kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Hakim

memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa  tujuan  pekawinan  sebagaimana  yang  diisyaratkan  dalam Al-

Qur’an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

كمُْ أزَْواَجًًًا ًًقَ لكَمُْ مِنْ أنَفُْسًًِ َ ًِهًِ أنَْ خَل ومَِنْ آياَت

 إنِّۚلتِسَْكنُوُا إلِيَهْاَ وجََعًًَلَ بيَنْكَمُْ مًًَودَةًّ ورََحْمًًَةً 

 لكَِ لَياَتٍ لقَِومٍْ يتَفََكرُّونَٰفيِ ذَ

Artinya : Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat  di  atas  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  perkawinan  maka

manusia  akan  mendapatkan  ketenangan  dan  ketentraman  dalam  berumah

tangga.  Dalam  perkawinan,  Islam  menghendaki  dan  memandang  bahwa

hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia; 

Bahwa  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan

Pasal  1,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang pria  dengan
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wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  oleh

karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani,

sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi

juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing; 

Bahwa  Perkawinan  yang  bahagia  dalam  kehidupan  keluarga  yang

bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun

perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan

di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak

selamanya  memperoleh  kebahagiaan  dan  kesejahteraan,  tidak  pula  selalu

rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-

waktu  dan  tidak  terduga  sama  sekali  sebelumnya.  Semua  itu  dapat

mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan

kesetiaannya  yang  telah  dijalin  kokoh  tersebut  serta  mempunyai  pengaruh

negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara

keseluruhan.  Jika terjadi  demikian, yakni  rumah tangga mulai  goyah, kacau,

saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat

menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan

ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri

munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai  kepada

kondisi  yang sangat sulit  untuk disatukan kembali  meskipun berbagai  upaya

perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar

perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah

pihak  terhindar  dari  kemudharatan  dalam  menjalankan  kehidupan  berumah

tangga;

Bahwa  Pernikahan  membutuhkan  banyak  kompromi,  kedewasaan,

serta  komitmen  penuh.  Namun  seiring  berjalankan  waktu,  dasar-dasar

pernikahan tersebut terkadang memudar dan tergantikan dengan konflik serta

pertengkaran rumah tangga;

Bahwa Islam telah memahami dan menyadari  bahwa adanya hal-hal

seperti  itu  yaitu  sesuatu  yang  tidak  dapat  dipaksakan  untuk  bersama-sama

kembali membina keutuhan rumah tangga. Islam telah membuka kemungkinan

perceraian walapun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal

yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar
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tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda

Nabi Muhammad saw :

أبَغْضَُ الحَْلَلِ إلِىَ اللهِّ تعَاَلىَ الطلَّقُ
Artinya : “Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)”. (Sunan

Abu Dawud 3 / 505); 

Dari  sabda  Rasulullah  SAW tersebut  sudah  jelas  bahwa  perceraian

sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri

tidak  dapat  dipertahankan  lagi.  Dan  selain  itu  telah  dilakukan  upaya  untuk

mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa gugatan cerai  talak dapat  dikabulkan jika fakta menunjukkan

rumah  tangga  sudah  pecah  (broken  marriage) vide SEMA (Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  sebuah  rumah  tangga

disebut  pecah  (broken  marriage),  terjadi  setidaknya  ada  2  kriteria.  Pertama

perselisihan  itu  terdapat  pada  Pemohon  dan  Termohon,  dan  Kedua

percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai; 

Bahwa  terhadap  kriteria  pertama  perselisihan  itu  terdapat  pada

Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan

tingkah  laku  yang  tidak  kompromi  lagi.  Dengan  mendasarkan  kepada  fakta

yang terjadi  sebagaimana tercantum di  atas,  di  mana antara  Pemohon dan

Termohon  sering  terjadi  pertengkaran  dan  percekcokan  yang  disebabkan

Termohon tidak mau diajak tinggal ikut dengan Pemohon, hal ini menunjukkan

bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami istri

(Pemohon dan Termohon); 

Bahwa terhadap  kriteria  kedua  perselisihan tidak  dapat  diselesaikan

oleh  kedua  suami  istri  secara  damai.  Hal  ini  tebukti  antara  Pemohon  dan

Termohon telah pisah rumah sejak  tahun 2021 belakangan dan sejak saat itu

sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Kondisi

tersebut  juga  menunjukkan  pertengkaran  yang  terjadi  antara  Pemohon  dan

Termohon berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian rumah tangga

antara Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yang telah  dirubah dengan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019 tentang
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Perkawinan,  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

sebagai  suami  dengan  seorang  wanita  sebagai  istri  dengan  tujuan  untuk

membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi  Hukum

Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur

dari  perkawinan  adalah  ikatan  bathin  antara  seorang  pria  sebagai  suami

dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak

ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai

dari  sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk  membentuk  keluarga

(rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Bahwa  berdasarkan  ketentuan  hukum  perkawinan  suami  isteri

diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak

dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas

dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan

oleh hukum;

Bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam

dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi

yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh

dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu :

“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah

satu pihak tidak berniat  meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

merupakan  fakta  yang  cukup  sesuai  alasan  perceraian  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Hakim

berpendapat  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi  keretakan

ikatan batin sebagai suami istri,  akibat pertengkaran dan perselisihan hingga

terjadi  pisah tempat  tinggal  yang sudah berlangsung setidak-tidaknya sudah
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setahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah

tidak  saling  mempedulikan  bahkan  Pemohon  telah  berketetapan  hati  untuk

bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak

dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal,  sesuai  maksud  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun  2019  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang  sakinah,

mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,

bahkan  dalam rumah tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut  di

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan

batin  baik  bagi  Pemohon  maupun  Termohon,  karena  itu  perceraian  dapat

menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

benar  telah  pecah  (break  down  marriage)  dengan  demikian  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam dengan memberi  izin kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan

dalil-dalil  syar’i yang seluruhnya diambil  alih  sebagai  pendapat  Hakim,  yaitu

sebagai berikut : 

1. Al Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 227:
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وإَنِْ عزََمُوا الطلَّقَ فإَنِّ اللهَّ سَمِيعٌْ علَيِمٌْ
Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat“;

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
Artinya : "Menolak  mafsadat  lebih  didahulukan  dari  pada  mengambil

kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab Ahkam Al qur’an, jilid II, halaman 405 sebagai berikut : 

من حًكام المسلمين فلم يجب فهو له ظالم لحق 

دعيمن  إلى حاكم
Artinya : “Siapa  yang  dipanggil  oleh  hakim  untuk  menghadap  di

persidangan,  sedang orang tersebut  tidak  memenuhi  panggilan

itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil  secara resmi

dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk

menjatuhkan talak satu  raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON)  di  depan

sidang Pengadilan Agama Tamiang Layang;  
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4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara

sejumlah Rp345.000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);  

Penutup

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  di  muka  sidang  Pengadilan  Agama

Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  26  Rajab  1445  Hijriah,  oleh  M.  Basthomy  Firdaus,  S.H.

sebagai  Hakim  Tunggal  berdasarkan  surat  ijin  KMA  Nomor

90/KMA/HK.05/3/2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu  Husaini, S.H.I. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Husaini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP Rp. 30.000,00

2. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

3. Biaya Proses Rp. 75.000,00

4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

5. Biaya Panggilan Rp. 65.000,00

6. Biaya Sumpah Saksi I Rp. 30.000,00

7. Biaya Sumpah Saksi II Rp. 30.000,00

8. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Rp. 65.000,00

9. Biaya Meterai Rp.   10.000,00

Jumlah Rp. 345.000,00

Terbilang (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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